BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan pada 121 kabupaten/kota di Indonesia yang telah
melakukan pengalihan PBB-P2 tahun 2011-2013. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui ada tidaknya perbedaan penerimaan PBB-P2. Sesuai dengan
pengujian hipotesis yang telah dilakukan menggunakan uji Wilcoxon Signed
Ranks Test maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penerimaan
PBB-P2 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009. Kenaikan penerimaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 diduga karena (a) penerimaan PBB-P2 pemerintah kabupaten/kota
memperoleh 100% penerimaan PBB-P2. Sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, penerimaan PBB-P2 pemerintah kabupaten/kota hanya
memperoleh bagi hasil sebesar 64,8%, (b) sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, PBB masih mengacu pada Undang-Undang PBB sehingga
tarif yang dikenakan sebesar 0,5%, dengan NJKP sebesar 20% jika Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) < 1 Miliar atau 40% jika Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) > 1
Miliar. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif yang
digunakan paling tinggi sebesar 0,3% dengan tanpa mempergunakan NJKP, dan
(c) adanya pengalihan PBB-P2, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh
untuk mengelola PBB-P2 daerahnya masing-masing. Dengan demikian, upaya-

upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 dapat terus ditingkatkan, baik melalui
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intensifikasi maupun ekstensifikasi. Salah satu contohnya, pemerintah daerah
dapat memperbaharui data objek dan subjek pajak secara bertahap sesuai dengan

kondisi lapangan, sehingga akurasi data terjamin.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini masih terdapat kelemahan, hal ini dimungkinkan karena
secara keseluruhan jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia tahun 2011-2014
yang harus melakukan pengalihan PBB-P2 sebanyak 492 kabupaten/kota. Sampel
penelitian ini hanya menggunakan sebanyak 121 kabupaten/kota di Indonesia

yang telah melakukan pengalihan PBB-P2 tahun 2011-2013.
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